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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
HOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NUR
DESA KERTAWINANGUN KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang © a. babwa memperhaiikan sumt Penyelenggars Helompok  Bermsin  (ME)
AN-NUR Desa Kertawinanoun Kecamatan Kersati Ksbupaten Maglenghs
Momor (SKBANAZ01B fangoal 17 Januai (N8 perihal Permohonan
Fﬁpanir:u:gm {zin Penyelengparasn PAUD, sural Rekomendasi Kepsta UPTD
Pendidikan Kecamatan Kenajali Momor 421005 UPTD  Pendidian 2018
fanggal 15 Januan 2018 dan berdassran hasil verfikasi yang dilsksansian
oleh Tm Venfikasi Penyelenggarazn Peadidikan Anak Usia Dini [(FAUD) Cinas
Pendidikan Kabupaten Majaiengka

b. bahwa berdasarkan pada perimbangan hunip a dan sesual dengan keleniuan
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahen 2003 fentzng Sistem Pendidikan
Nasional, dipandang pedu dilerhilkan izin penyelenpgaraan Pendidikan Anas
Usia  Dini- (PAUD) Kelompok Bermain (KB} AN-NUR Desa Rertawinangun
Kecamatan Kedajali Kabupaton Maijalengks vang diletapran dengan Reputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Mengingat  : 1. LUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembeniukan Doerah-Dsessh
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Benta Negara Repubis
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 fenfang Pembentukan Kabupalen Purwakaria dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
lentang Pembentukan Deerah-Daersh Kabupaten Dalam Linghungan Provins:
Jowa Barat (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 1963 Nomor 31,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sislem Pendidian Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesi Mormor 4301)

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Lambaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4586), sebagamana beiah diubah
bebecapa kalf lerair dengan Lndang-Undang Nomor § Tahun 2015 lentong
Panhahan Kedua atzs UndanglUndang Momor 23 Tahun X4 tentang
54, Tambshan Lembaan Nagera Repubiik Indonesia Nomor 5671)



4. Perglwran Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 fontang Standar Nasional
Pendidikan  (Lembaran Megara Repubfk Indonesia Tahun 2005 Momaor
41 Tambahan Lembaan Negara FHepublik [Indonesia Nomor 4405
sebagaimana telah divbah beberapa kall lerakhin dengan Peraturan Pamerintzh
Momor 13 Tahun 2015 fenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemenntah
Nomor 19 Tahun 2005 tenlang Slandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negar
Republk Indonesia Nomor 5670);

5. Pemturan Pemernntah Momor 38 Tahun 2007 Tentang ’:'&rn"': an Lnusan
Femerinlah anlara Pemeriniah, Pemeriniah Dasrah Provinst dan Pemennlzh
KabupatenMota (Lembaran Megara RepubSk Indonesia  Tahun 2007
Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4737
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f. Paatumﬂ Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Ts:r;la:-; Crganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabun 2007 Nomor BG
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750}
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7. Peraturan Pemenintah Nomor 48 Tahun 2008 Tenlang Pendanasn |'-_-.'-. ik

{Lembaran Negara Repubdik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambana
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4854),

8 Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 lenlang Fengeiolaan  oan
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Penyelenagaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubfik ingonesa Tenwr
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5105
sehagaimana felah diubah dengan Persfuran Pemerintzh Nom of |"'.- [ abwm
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenniah r.h.l.; 17 Tahun 2010
lentang Pengelofaan dan Penyelenggaraan Pendidikzn |Irn1r|=.._| Negara
Republi Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negars
Repubiik Indonesia Nomor 5157):

4 Pergturan Menler Pendidikan Nasional Republix indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tenlang Standar Pendidikan Anak Usia Lini

==t 10. Peraturan Merden Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia lvomeor 81
= AR Tahun 2013 Tentang Pendirian Saluan Pendidkan Nonformal (Berila Negars
5 Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana felah dibah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tm 24 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini {Benia

M Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

m Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

imah - Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
3 .Tmmmz Tambsahan Lembaran Daerah
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- ' Nomor 10 Tahun



MEMUTUSKAN

KESATU 4 Mmlba‘ﬂim zin penyelenggaraan Pendidikan fAnak Uisia Dini (PAUD) Kelompok
E-Eﬂptam (KB AN-NUR Desa Kerlawinangun Kecamatan Keraiali Kabunaton

Majalengka dengan ketentuan sebagai berikul -

2 Dzﬂam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Hurikulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang beraty;

B3 3. Penyelenggara  berkewajiban  menyampakan laporan  ledulis  mengena
pertkembangan lembaga sefisp bulan kepada Kepala Dinas Pendidina
Kabupaten Majalengka:

4. Segala fasililas dan kelengkapan yang menjadi syaralkelancaran berdinnya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Penddis
menjach langgungjawab Yayazan Penyelanggam

ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelengarasn Kelompok Hermain (KB) tersebut
maka rn penyelenggaraan Kelompok Samaln (KB) ind akan dicatu

ketentuan dan dievaluasi selisp fshun, apsbila teradi pelangoaran termadap

[
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- Dengan bedakunya Kepulusan ini, maka kepulussn Kepsla Dinas Pendigikan
Kabupaten Maalengka Nomor 189 TAHUN 2014 Tanggal 16 Mei 2014 dicabut dan
dinyatakan fidak beraku.

: Kepuhsan mi berdaku sejak langgal dilelapkan dengan kelenfusn  apabils
dikemudian harn terdapat kekefiruan dan alaw kesalshan didalamnya akan disdakan

perbaiian atau perubahan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 29 ° YTMuar =81y

Diletapkan di Maiaheng5
KEPALA [HNAS PENDIDIKAN




